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tahun 2022, diketahui bahwa dunia 
belum berhasil menjawab tantangan 
menghilangankan kelaparan ini. Laporan 
tersebut justru memberikan peringatan, 
bahwa tantangan itu semakin besar. 

Dalam laporan ini, situasi kelaparan 
global; yang ditunjukkan dengan 
angka prevalensi ketidakcukupan 
konsumsi pangan (prevalence of 
undernourishment; PoU, %) terangkum 
dengan jelas pada Gambar 1.  Gambar 
1 tersebut memperlihatkan adanya 
tren yang bagus sampai dengan tahun 
2014, di mana tercatat dunia mampu 

elain udara dan air, pangan 
merupakan salah satu kebutuhan 
dasar manusia. Makhluk hidup 

tidak dapat bertahan hidup tanpa 
pangan (serta udara dan air). Undang-
Undang Pangan Republik Indonesia 
(UU No. 18, 2012) bahkan menyatakan 
bahwa pangan adalah kebutuhan 
dasar manusia yang paling utama dan 
pemenuhannya merupakan bagian dari 
hak asasi manusia yang dijamin di dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

Jadi, jika kita benar-benar 
berkomitmen pada hak asasi manusia, 
maka kita harus sangat serius bekerja 
untuk menghilangkan kelaparan 
dunia; yang tidak lain adalah Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan 
(Sustainable Development Goals) ke- 
2 (SDG No. 2) yang ditetapkan oleh 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 
delapan tahun yang lalu (2015). 
Secara khusus SDG No. 2 adalah 
menghilangkan kelaparan, mencapai 
ketahanan pangan dan gizi yang lebih 
baik serta mempromosikan pertanian 
berkelanjutan.

Menghilangkan kelaparan
Menghilangkan kelaparan 

mestinya menjadi komitmen -dan 
sekaligus misi suci dan mulia- semua 
pemangku kepentingan bidang pangan. 
Kenyataannya, sesuai dengan laporan 
berjudul Food Security and Nutrition 
in the World yang diterbitkan bersama 
oleh beberapa badan PBB (FAO, 
IFAD, UNICEF, WFP dan WHO) pada 
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kelaparan di dunia tidak membaik, 
tetap stagnan hingga tahun 2018. 
Bahkan keadaan pangan dunia menjadi 
memburuk, ditandai dengan angka 
PoU yang mulai meningkat pada 
tahun 2018/2019. Pada tahun 2020, 
meningkatnya angka PoU semakin nyata, 
menyebabkan jumlah kelaparan menjadi 
618.4 juta orang. Semua tren tidak 
menggembirakan ini terjadi sebelum 

awal tahun 2022, yang diprediksi dapat 
lebih memperburuk kondisi pangan 
dunia.  

menurunkan angka PoU. Namun mulai 
tahun 2014, tren turunnya angka 
PoU ini tidak terlihat lagi. Pada saat 
itu, khususnya pada tahun 2015, PBB 
sebetulnya membuat penegasan kembali 
supaya dunia lebih sungguh-sungguh 
berupaya menghilangkan kelaparan, 
dengan menyusun agenda pembangunan 
berkelanjutan, dan menetapkan 17 
SDGs, di mana salah satunya adalah 
menghilangkan kelaparan di dunia, 
menuju Zero Hunger (SDG No. 2).

Namun demikian, dengan agenda 
SDGs yang digaungkan PBB, situasi 

Gambar 1.  Jumlah dan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan 
( ) di dunia, 2005 – 2020/2021.  Nilai proyeksi untuk tahun 2021 
diilustrasikan dengan garis putus-putus. Area yang diarsir menunjukkan batas bawah dan atas dari 

perkiraan kisaran tersebut. (FAO, IFAD, UNICEF, WFP dan WHO, 2022).
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2 sebagaimana diilustrasikan pada 
Gambar 1 dan 2 ini, akan semakin 
berat karena adanya laju pertumbuhan 
penduduk yang tinggi, yang pada 
akhirnya akan menyebabkan permintaan 
pangan yang meningkat dengan laju 
yang lebih besar lagi.

Meningkatkan produksi dan 
produktivitas 

Dengan gambaran tersebut di atas, 
terlihat bahwa dunia mempunyai 
tugas untuk meningkatkan produksi 

Dalam hal angka PoU, data dari 
Badan Pusat Statistik juga menunjukkan 
fenomena serupa terjadi di Indonesia. 
Indonesia mengalami penurunan PoU 
yang melambat dari tahun 2015 ke 
2019, dan akhirnya bahkan meningkat 
pada tahun 2020 (Gambar 2). Kondisi 
ini, berpeluang menjadi lebih buruk 

memberikan tekanan pada produksi dan 
logistik pangan, yang pada gilirannya 
akan dapat meningkatkan angka PoU.  
Tantangan untuk mencapai SDG No. 

Gambar 2. Perkembangan angka PoU (%) Indonesia, dari tahun 2015 s/d 2020 (Bappenas, 2021).
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pangan guna memenuhi pertambahan 
pemintaan karena pertumbuhan 
populasi. Untuk melakukan itu, dunia 
juga harus mengatasi beberapa kendala 

yang semakin menurun, (ii) ketersediaan 
air yang semakin terbatas, (iii) 
meningkatnya permintaan penggunaan 
“bahan pangan” untuk energi (biofuel), 
(iv) perubahan iklim yang semakin 
memberikan ketidakpastian, serta (v) 
masih adanya gaya hidup yang tidak 
berkelanjutan. Bahkan, sejak tahun 2019 
sampai saat ini, ketersediaan pangan 
juga terkendala oleh adanya pandemi 

adanya berbagai kendala tersebut, maka 
selain tantangan menghasilkan produk 
pangan lebih banyak, dunia juga perlu 
meningkatkan produktivitas, efektivitas 

pangan. Gambaran mengenai tantangan 
di atas perlu dipahami dan dijawab oleh 
semua insan pangan, di seluruh bagian 
sistem pangan. 

Tantangan ini perlu dijawab pula oleh 
para ahli teknologi pengolahan pangan, 
dan khususnya kepada sektor industri 
pengolahan pangan. Bagaimana sektor 
industri pengolahan pangan (sebagai 
bagian dari sistem pangan) dapat 
berkontribusi menjawab tantangan 
tersebut? Bagaimana menjamin 
ketersediaan pangan untuk populasi 
yang terus bertambah? Itulah sejumlah 
pertanyaan yang perlu dijawab oleh 
sektor industri pengolahan pangan 
(IPP). Industri tidak hanya perlu 
menjawab dari segi jumlah (kuantitas), 
pangan saja, tetapi juga memastikan 
bahwa pangan yang dihasilkan adalah 
pangan aman dan bergizi, sehingga 
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dapat memfasilitasi pola makan sehat 
penduduk (yang jumlahnya semakin 
bertambah).

Industri pengolahan pangan 
(IPP)

IPP merupakan komponen 
penting dari sistem pangan, yang 
menghubungkan sisi produksi dan sisi 
konsumsi. Peran utama IPP ini adalah 
mengelola dan mengubah bahan baku 
dari sisi produksi, mentransportasikan 

ke sisi konsumsi, sehingga setiap 
individu mendapatkan akses pangan 
aman, bergizi secara cukup, untuk 
memungkinkan hidup sehat, aktif, 
dan produktif secara berkelanjutan. 
Hal ini sesuai dengan SDG No. 2; 
menghilangkan kelaparan, mencapai 
ketahanan pangan dan gizi yang lebih 

baik serta mempromosikan pertanian 
berkelanjutan.

Peran ini sangat penting dan strategis 
untuk menjamin ketahanan pangan 
suatu negara. Peran strategis IPP ini, 
antara lain:

Melakukan penanganan pangan dari 
sisi produksi (mulai dari penanganan 
pascapanen, penyimpanan, 
transportasi, dan lain-lain) dengan 
menjamin keamanan pangan, serta 
menjaga, meminimalkan penurunan, 
dan/atau bahkan meningkatkan mutu 
dan gizi pangan, serta mengurangi 
jumlah pangan tercecer/hilang (food 
loss).
Memperpanjang umur simpan pangan 
supaya tetap aman dan tidak mudah 
rusak, sehingga akan mengurangi 
jumlah pangan terbuang (food waste).
Mengembangan sistem transportasi 
lebih baik, yang pada gilirannya akan 
memfasilitasi distribusi yang lebih 
baik pula ke sisi konsumsi.
Mengembangkan produk pangan 
yang memiliki karakter sesuai dengan 
tuntutan sisi konsumsi (misalnya 
tuntutan kemudahan/kepraktisan, 
selera/kebiasaan, fungsionalitas/
kesehatan, keterjangkauan/harga, 
penerimaan sosial dan budaya, 
dan lainnya) sehingga mampu 
memfasilitasi diet sehat penduduk.

Salah satu peran penting IPP adalah 
dalam mengurangi jumlah pangan 
tercecer/hilang dan terbuang (food loss 
& food waste). Sebagaimana disitasi 
sebelumnya (Hariyadi, 2022), jumlah 
pangan tercecer dan terbuang ini cukup 
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besar, mencapai sekitar 14% tercecer 
dan sekitar 17% yang lain terbuang sia-
sia. Laporan ReFed, lembaga kolaborasi 

dan pemerintah AS, menyatakan bahwa 
di AS, pangan terbuang ini terjadi di 
sepanjang rantai pangan. Lebih lanjut 
dilaporkan bahwa di AS, kegiatan di 
produksi on-farm ternyata menyumbang 
16% dari total pangan terbuang, di 
pengecer (ritel) sebanyak 40%, dan di 
rumah tangga konsumen sebesar 43%. 
Sebagai perbandingan, sektor industri 
pengolahan pangan bertanggung jawab 
atas (hanya) 2% dari total pangan 
terbuang. Hal ini menunjukkan bahwa 
optimalisasi peran teknologi dan IPP 
dapat menjadi langkah strategis untuk 
berkontribusi dalam sistem pangan 
berkelanjutan, khususnya untuk 
mengurangi pangan terbuang sehingga 
lebih memastikan ketersediaan pangan 
sesuai dengan tuntutan pertumbuhan 
populasi penduduk dan sumber daya 
yang menyusut.

Terlepas dari itu, industri pengolahan 
pangan memiliki tantangan dan kritik 
keras dari masyarakat luas, sebagaimana 
telah dihadapi dan terjadi selama satu 
dekade ini. Kritik ini berkembang 
karena adanya anggapan masyarakat 
bahwa pangan olahan hasil IPP kurang 
“sehat” dibandingkan pangan segar, 
dan -ada pula anggapan- semakin 
tinggi tingkat pengolahannya, maka 
pangan tersebut akan semakin “tidak 
sehat”. Adanya anggapan demikian, 
menghadirkan tantangan khusus, 
tidak hanya untuk sektor pengolahan 
pangan, tetapi juga untuk sistem pangan 

secara keseluruhan. Di berbagai media 
(termasuk di media sosial) banyak 
dijumpai publikasi mengenai “anggapan” 
tersebut, sehingga dapat menyebabkan 
memburuknya citra dan reputasi IPP, 
yang pada gilirannya dapat menegasikan 
peran pentingnya dalam pengembangan 
sistem pangan berkelanjutan.

Citra dan reputasi IPP (dan pangan 
olahan yang dihasilkannya) dapat 
semakin buruk dengan adanya sistem 

menjadi 4 kelompok, berdasarkan 
tingkat pengolahannya; yaitu (1) 
pangan mentah dan pangan dengan 
pengolahan minimal (unprocessed and 
minimally processed foods), (2) ingridien 
olahan untuk kuliner (processed 
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culinary ingredients), (3) pangan olahan 
(processed foods), dan (4) pangan 
“ultra-olahan” (“Ultra-processed” foods, 
UPF ultra-
processed food (UPF) ini diusulkan dan 
dipopulerkan oleh Carlos A Monteiro, 
Profesor Gizi, dari School of Public 
Health, University of São Paulo, São 
Paulo, Brazil.

 Sebagaimana namanya, dasar 

namun deskripsi yang digunakan 
ternyata tidak demikian. Kelompok 
UPF dideskripsikan sebagai kelompok 
pangan yang di dalam daftar bahan yang 
digunakan mengandung setidaknya 
satu bahan khas yang mencirikan UPF, 
yaitu, bahan/ingridien pangan yang 

tidak pernah atau jarang digunakan di 
dapur. Bahan khas penciri UPF tersebut 
adalah sirup jagung fruktosa tinggi (high 
fructose corn syrup), minyak-minyak 

protein terhidrolisis, dan bahan-
bahan yang dirancang untuk membuat 
produk akhir enak atau lebih menarik 
(seperti perisa, penguat rasa, pewarna, 
pengemulsi, garam pengemulsi, 
pemanis, pengental, dan lain-lain). 

akurat dan berpotensi membingungkan 
atau menyesatkan, khususnya mengenai 
peran teknologi "pengolahan" pangan. 

Dalam 
bahwa UPF bukanlah “pangan yang 
sesungguhnya”, karena diformulasikan 
menggunakan bahan-bahan yang 

kimia dan kemudian dirakit bersama 
menjadi produk pangan (makanan 
dan minuman) dengan menggunakan 
bahan tambahan untuk menghasilkan 
pangan yang menarik dan sangat enak, 
biasanya diproduksi dan dipromosikan 
oleh perusahaan raksasa transnasional, 
sehingga menjadi bisnis yang sangat 
menguntungkan dan secara intrinsik 
“tidak sehat”.

Terlihat bahwa deskripsi tentang 
UPF tidak semuanya terkait langsung 
dengan pengolahan. Namun istilah yang 
digunakan adalah "ultra-processed", 
dan jika produk terdeskripsikan atau 
tergolongkan sebagai UPF maka, 
serta-merta dilabel sebagai kelompok 
pangan yang “tidak sehat”. Sehingga, 

menegasikan peran teknologi 
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"pengolahan" pangan. 

memungkinkan adanya berbagai 
produk pangan “sehat”, yang karena 
deskripsinya akan dimasukkan dalam 

“tidak sehat”. Produk pangan berbasis 
nabati (plant-based foods), misalnya, 
berdasarkan pada deskripsinya maka 
akan dikelompokkan sebagai UPF, 
dengan sendirinya “tidak sehat” dan 
harus dihindari. Demikian pula dengan 
pangan yang diperkaya dengan zat 
gizi khusus untuk tujuan kesehatan 
tertentu, atau pangan yang mengandung 
komponen fungsional kesehatan. 

ini berpotensi menyesatkan dan dapat 
menurunkan citra, reputasi, dan peran 
strategis IPP, profesional yang bekerja 
di IPP, termasuk para ahli teknologi 
pangan. Lebih lanjut, deskripsi yang 
kurang tepat ini berisiko mematikan 
inovasi teknologi pangan menjawab 
tantangan kebutuhan pangan masa 
depan yang semakin kompleks.

Reformulasi untuk SDG 
No. 2

Gambaran itulah yang dimaksud 
dengan “tantangan” dalam judul artikel 
ini.   Profesional, praktisi industri, 
dan pakar teknologi pangan harus 
bekerja sama dengan semua pemangku 
kepentingan untuk menjawab tantangan 
tersebut. Insan pangan harus terus 
menerapkan prinsip-prinsip ilmu dan 
pengetahuan tentang penanganan dan 
pengolahan pangan yang baik secara 
bertanggung jawab, untuk memberikan 

kontribusi nyata bagi pencapaian SDGs, 
khususnya SDG No. 2. Itulah tantangan 
keberlanjutan, tidak hanya tantangan 
untuk menyediakan pangan aman, 
bergizi dalam jumlah yang cukup, tetapi 
juga pengaruhnya pada kesehatan dan 
keberlanjutan sistem pangan.

Jawaban atas kritik dan tantangan 
tersebut perlu ditunjukkan dengan 
kontribusi nyata bagi pencapaian 
ketahanan pangan (memastikan 
ketersediaan pangan aman dalam jumlah 
cukup), ketahanan gizi (memastikan 
terpenuhinya kebutuhan gizi individu) 
dan pencapaian individu sehat, aktif dan 
produktif secara berkelanjutan.

Salah satu inisiatif yang segera perlu 
diambil oleh IPP adalah reformulasi atau 
redesain, baik untuk produk maupun 
prosesnya, sesuai dengan kaidah-kaidah 
terkini ilmu dan teknologi pangan dan 
gizi, termasuk keilmuan sosial, budaya, 
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keberlanjutan dan lain sebagainya. 
Dengan kerja sama sistematis antara 
pakar teknologi pangan dan industri, 
reformulasi dapat dilakukan dengan 
tujuan menjadikan pangan lebih aman, 
bergizi dan lebih “sehat”, namun tetap 
enak, sesuai dengan kesukaan dan 
kebutuhan sosial budaya keberlanjutan 
masyarakat.

Reformulasi dapat dimulai dengan 
mengurangi kandungan bahan-
bahan yang perlu dibatasi pada diet 
masyarakat (constituents to limit) dan/
atau menambahkan bahan-bahan yang 
diperlukan untuk memperbaiki mutu 
diet masyarakat (nutrients to encourage) 
sehingga dapat menfasilitasi pola diet 
yang lebih menyehatkan masyarakat. 
Termasuk dalam constituents to limit 
ini adalah gula, garam, lemak (GGL), 
sedangkan nutrients to encourage 
ini antara lain adalah serat pangan, 

vitamin, mineral, protein dan bahan 
fungsional kesehatan lainnya. Hal ini 
tentu harus didasarkan pada ilmu 
pengetahuan terkini bidang pangan, gizi, 
dan kesehatan. Selain reformulasi, IPP 
juga perlu mengambil langkah-langkah 
yang lebih proaktif dalam memberikan 
informasi tentang pentingnya diet sehat, 
serta bagaimana produk pangan yang 
diproduksinya dapat digunakan dan 
berkontribusi pada pencapaian diet 
sehat tersebut. 

Tantangan reformulasi masa 
depan: 2023 dan seterusnya

Tantangan keberlanjutan adalah 
tantangan masa depan yang besar 
dan menguat nyata di IPP saat ini 
dan seterusnya. Peran IPP untuk 
menyediakan kebutuhan paling 
mendasar bagi manusia akan semakin 
berat, dan ini harus dilakukan dengan 
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seminimal mungkin dampak negatif bagi 
lingkungan; baik lingkungan alam, sosial 
dan ekonomi.  

Bagaimana IPP dapat menjawab 
tantangan keberlanjutan ini? IPP perlu 
mencari terobosan kreatif dan inovatif 
untuk itu. Dalam konteks reformulasi 
seperti didiskusikan di atas, selain aspek 
gizi, ada beberapa aspek penting lain 
yang perlu dipertimbangkan dalam 
upaya reformulasi oleh IPP, yaitu:

1. Reformulasi untuk meningkatkan 
penggunaan bahan baku 
berkelanjutan. Sumber bahan baku 
adalah salah satu kunci penting 
keberlanjutan. Masyarakat konsumen 
memerlukan informasi tentang asal-
asal bahan baku, apakah berasal 

dari bahan lokal, organik, apakah 
diperoleh dengan mekanisme 
perdagangan adil, atau apakah 
diproduksi menggunakan praktik 
pertanian berkelanjutan. Semua 
informasi yang menjawab pertanyaan 
ini menjadi semakin penting. Secara 
umum terdapat permintaan kuat 
dari masyarakat supaya IPP semakin 
banyak menggunakan bahan lokal, 
bahan yang dikenal, bahkan bahan 
yang diproduksi oleh orang/institusi 
yang dikenal pula oleh konsumen 
lokalnya.

2. Reformulasi pengemasan.  
Dalam kaitannya dengan tuntutan 
keberlanjutan, penggunaan kemasan 
pangan perlu mendapatkan 
perhatian khusus (Hariyadi, 2022). 
Masyarakat konsumen semakin 
menuntut kemasan pangan yang lebih 
berkelanjutan, lebih dapat didaur 
ulang, dapat dibuat kompos, lebih 
ringan, dan semakin dapat digunakan 
kembali. Inovasi untuk menggunakan 
kemasan lebih sedikit, tetapi tetap 
memberikan perlindungan terhadap 
produk pangan yang dikemas 
merupakan tantangan berkelanjutan 
lainnya.

3. Reformulasi dengan pemanfaatan 
pangan nabati. Pengembangan 
sistem produksi pangan berbasis 
nabati adalah salah satu pendekatan 
IPP untuk keberlanjutan dalam 
sistem nilainya, terutama dengan 
memanfaatkan sumber daya 
tanaman yang selama ini kurang 
termanfaatkan (underutilized) atau 



FOODREVIEW INDONESIA | VOL. XVIII / NO. 1 / JANUARI 2023 51

bahkan tersisihkan (neglected). 
Banyak sumber daya tanaman lokal 
yang berpotensi untuk dikembangkan, 
termasuk budaya dan kebiasaan lokal 
mengonsumsi pangan nabati. 

4. Reformulasi rantai pasok 
pangan. Dalam hal ini, IPP perlu 
pula mereformulasi sistem 
pangannya, dengan memperkuat 
jejaring lokal, memanfaatkan 
potensi bahan lokal, serta terlibat 
dalam kegiatan penguatan sistem 
pangan lokal. Sistem rantai pasok 
demikian berpotensi pula untuk 
menyederhanakan sistem logistik 
pangan, mengurangi jumlah 
pangan hilang dan terbuang, serta 
menumbuhkan ekonomi lokal 
dan melibatkan masyarakat lokal, 

khususnya petani produsen bahan 
baku pangan.

Akhirnya, sebagai bagian integral 
dari sistem, IPP perlu bekerja sama dan 
berkolaborasi dengan semua komponen 
sistem, petani, konsumen, penyandang 
dana, pemerintah, bisnis dan LSM, 
untuk bersama-sama membangun 
sistem pangan yang berkelanjutan. 
Idealnya, sistem pangan yang berfungsi 
secara berkelajutan tidak hanya 
memasok pangan sebagai kebutuhan 
dasar manusia, tetapi juga memelihara 
kehidupan itu sendiri. 


